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Membangun Keberlanjutan Kota: Penanganan 

Kemiskinan Perbaikan Permukiman dan Mitigasi Urban 

Heat Island 
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Abstrak: Keberlanjutan perkotaan merupakan isu krusial dalam menghadapi pesatnya urbanisasi yang memicu tantangan 

sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi integratif dalam mengatasi 

kemiskinan, memperbaiki permukiman, dan memitigasi fenomena Urban Heat Island (UHI) sebagai upaya mewujudkan 

kota berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan 

data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pengentasan kemiskinan dapat dicapai melalui pemberdayaan ekonomi lokal dan peningkatan akses terhadap layanan 

dasar. Perbaikan permukiman yang partisipatif dan berkelanjutan penting untuk menciptakan lingkungan hidup yang 

layak. Selain itu, mitigasi UHI memerlukan ruang hijau, material reflektif, dan perencanaan kota yang ramah lingkungan. 

Kajian ini menekankan pentingnya mengintegrasikan ketiga aspek tersebut dalam kebijakan pembangunan kota. Oleh 

karena itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat merupakan kunci untuk mencapai keberlanjutan 

perkotaan. 

Kata Kunci: Keberlanjutan Perkotaan, Kemiskinan, Pulau Panas Perkotaan 

Abstract: Urban sustainability is a crucial issue in facing rapid urbanization that 

triggers social, economic, and environmental challenges. This study aims to identify 

integrative strategies to address poverty, improve settlements, and mitigate the urban heat 

island (UHI) phenomenon as an effort to realize a sustainable city. The research method 

used is a descriptive qualitative approach, with data collection through in-depth 

interviews, field observations, and literature studies. The results of the study indicate that 

poverty alleviation can be achieved through local economic empowerment and increasing 

access to basic services. Participatory and sustainable settlement improvements are 

important to create a decent living environment. In addition, UHI mitigation requires 

green space, reflective materials, and environmentally friendly city planning. This study 

emphasizes the importance of integrating these three aspects in city development policies. 

Thus, collaboration between the government, private sector, and community is key to 

achieving urban sustainability.   
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Pendahuluan 

Keberlanjutan kota menjadi isu yang semakin mendesak dalam konteks 

pembangunan global, khususnya di tengah meningkatnya urbanisasi yang cepat dan 

tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Urbanisasi yang pesat telah mendorong 

migrasi besar-besaran dari daerah pedesaan ke perkotaan, menciptakan tekanan luar biasa 

pada infrastruktur dan layanan kota. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai masalah 
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seperti kemiskinan perkotaan, kesenjangan sosial, dan kualitas lingkungan yang menurun. 

Berdasarkan data dari United Nations (2021), lebih dari 55% penduduk dunia saat ini hidup 

di daerah perkotaan, dan angka ini diproyeksikan meningkat menjadi 68% pada tahun 2050. 

Urbanisasi yang tidak terkontrol sering kali membawa dampak negatif, seperti 

meningkatnya angka kemiskinan. Di banyak wilayah perkotaan, penduduk yang kurang 

mampu terpaksa tinggal di kawasan kumuh dengan akses yang terbatas terhadap air 

bersih, fasilitas sanitasi, pendidikan, serta layanan kesehatan. Sebuah studi oleh Davis et al. 

(2022) mengungkapkan bahwa kawasan kumuh dapat mencakup hingga 30% populasi 

perkotaan di negara-negara berkembang. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi kualitas 

hidup, tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial dalam masyarakat. Urbanisasi global 

telah menjadi fenomena yang semakin dominan, terutama di benua Asia dan Afrika. Pada 

tahun 2022, Asia mencapai tingkat urbanisasi sebesar 52%, dengan sekitar 2,3 miliar orang 

tinggal di kawasan perkotaan, sementara Afrika memiliki tingkat urbanisasi sebesar 44%, 

menempatkannya pada peringkat terakhir dalam hal persentase urbanisasi (GoodStats, 

2022) . Peningkatan ini didorong oleh migrasi dari pedesaan ke perkotaan yang diakibatkan 

oleh harapan terhadap peluang ekonomi yang lebih baik, akses terhadap pendidikan, dan 

fasilitas kesehatan yang lebih memadai. Namun, urbanisasi yang tidak terkelola dengan 

baik dapat memperburuk masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial. Di Indonesia, data 

dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan bahwa 22% penduduk perkotaan 

hidup di bawah garis kemiskinan, angka yang terus meningkat dalam beberapa tahun 

terakhir akibat urbanisasi yang tidak terencana secara optimal. 

Penelitian oleh Chen et al. (2019) mengindikasikan bahwa urbanisasi di Indonesia 

belum signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya hingga mampu keluar 

dari kemiskinan. Setiap pertumbuhan 1% dalam urbanisasi hanya mampu meningkatkan 

Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebesar 4%, yang menunjukkan bahwa manfaat 

ekonomi dari urbanisasi masih terbatas. Hal ini mengindikasikan bahwa urbanisasi belum 

signifikan dalam menyejahterakan pelakunya hingga mampu keluar dari kemiskinan. 

Selain itu, urbanisasi yang cepat sering kali menyebabkan tekanan pada 

infrastruktur perkotaan seperti perumahan, transportasi, air bersih, dan sanitasi, yang 

dapat berdampak pada kualitas hidup penduduk. Salah satu dampak signifikan dari 

urbanisasi adalah fenomena Urban Heat Island (UHI), di mana suhu di area perkotaan lebih 

tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Fenomena ini terjadi karena minimnya 

tutupan lahan hijau dan dominasi infrastruktur yang menyerap dan menyimpan panas, 

seperti aspal dan beton. Di Jakarta, intensitas UHI berkisar antara 0,2°C hingga 3,2°C, 

dengan suhu lebih tinggi di daerah urban dibandingkan sekitarnya (Mujahid, H. I., & 

Irawan, L. Y. 2025). Hermawan, E. (2015) menjelaskan bahwa penelitian di beberapa kota 

besar di Indonesia menggunakan data satelit menunjukkan adanya perubahan temperatur 

yang merupakan salah satu indikasi adanya perubahan iklim akibat urbanisasi. Di 

Bandung, teramati perluasan UHI pada kawasan terbangun di pusat kota (Tursilowati, 

L.2002). Dampak UHI terhadap kesehatan masyarakat perkotaan sangat signifikan. 

Massuanna, M. W., (2024) peningkatan suhu ekstrem dapat memperburuk kualitas hidup, 

memperparah penyakit kardiovaskular dan pernapasan, serta meningkatkan konsumsi 
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energi untuk pendinginan udara. Selain itu, UHI juga berkontribusi pada peningkatan 

polusi udara dan air, yang berdampak negatif pada kesehatan masyarakat dan ekosistem 

perkotaan. Dampak negatif urbanisasi tidak hanya terbatas pada masalah kesehatan dan 

lingkungan, tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan ini 

terlihat dari kesenjangan akses terhadap perumahan layak, pendidikan, pekerjaan, serta 

layanan kesehatan Gaol, R. L. (2025). Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sering 

kali tinggal di permukiman kumuh dengan akses terbatas terhadap layanan dasar. Kondisi 

ini memperparah kemiskinan perkotaan dan memperluas jurang sosial-ekonomi di kota-

kota besar. 

 Keadaan ini tidak hanya memengaruhi kualitas hidup, tetapi juga memperburuk 

ketimpangan sosial di dalam masyarakat. Selain itu, kawasan perkotaan yang padat 

penduduk dan kurang terencana sering kali menjadi faktor utama yang berkontribusi 

terhadap permasalahan lingkungan. Salah satu contoh yang menonjol adalah fenomena 

Urban Heat Island (UHI), di mana wilayah perkotaan memiliki suhu lebih tinggi 

dibandingkan dengan daerah di sekitarnya akibat aktivitas manusia dan penggunaan 

material yang menyerap panas Jabodetabek, D. (2018). Fenomena ini tidak hanya 

meningkatkan konsumsi energi untuk pendinginan, tetapi juga memperburuk kondisi 

udara serta kesehatan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan 

orang lanjut usia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menangani masalah ini, termasuk 

melalui pembangunan infrastruktur hijau seperti taman kota, atap hijau, dan jalur hijau. 

Infrastruktur hijau tidak hanya membantu mengurangi suhu di kawasan perkotaan, tetapi 

juga meningkatkan kualitas udara, menyediakan habitat bagi keanekaragaman hayati, dan 

menciptakan ruang publik yang inklusif. Namun, implementasi program-program ini 

sering kali menghadapi tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya partisipasi 

masyarakat, dan kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan 

 Lebih jauh lagi, tantangan dalam keberlanjutan kota tidak dapat dipisahkan dari 

dimensi sosial dan ekonomi. Pengentasan kemiskinan perkotaan membutuhkan 

pendekatan yang holistik, termasuk program pemberdayaan masyarakat yang berfokus 

pada peningkatan keterampilan dan akses terhadap peluang ekonomi. Program-program 

ini harus dirancang sedemikian rupa agar dapat menjangkau kelompok marginal yang 

sering kali terpinggirkan dalam proses pembangunan. Penelitian oleh Lee et al. (2020) 

menyebutkan bahwa program pelatihan vokasional yang berbasis kebutuhan lokal mampu 

meningkatkan pendapatan rumah tangga hingga 40% dalam dua tahun. Selain itu, program 

pemberdayaan ekonomi juga harus dirancang untuk menjangkau kelompok marginal yang 

sering terpinggirkan dalam proses pembangunan. Kemiskinan di kawasan perkotaan 

merupakan tantangan serius yang dihadapi banyak kota besar di seluruh dunia. 

Pertumbuhan populasi yang cepat sering kali tidak sejalan dengan pengembangan 

infrastruktur dan pelayanan publik yang memadai. Hal ini menyebabkan kesenjangan 

ekonomi yang signifikan, di mana sebagian besar warga kota harus bertahan hidup dalam 

kondisi yang tidak layak. Kemiskinan di perkotaan tidak hanya terkait dengan rendahnya 

pendapatan, tetapi juga terbatasnya akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, air 

bersih, serta sanitasi yang memadai (Fahmi, A. J. 2021). Dalam kerangka pembangunan 
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berkelanjutan, upaya mengatasi kemiskinan menjadi prioritas utama karena kesejahteraan 

masyarakat merupakan fondasi dari pembangunan yang berkelanjutan. Menurut Royat, S. 

(2007) Salah satu pendekatan yang efektif dalam mengatasi kemiskinan perkotaan adalah 

dengan memperkuat program-program pemberdayaan ekonomi lokal. Melalui 

pemberdayaan ekonomi, penduduk miskin dapat diberikan kesempatan untuk 

meningkatkan keterampilan dan memperoleh pekerjaan yang layak. Selain itu, peningkatan 

akses terhadap pendidikan dan pelatihan vokasional juga penting untuk memastikan 

bahwa penduduk memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam pasar kerja yang semakin 

kompetitif. Pemerintah dan organisasi nonpemerintah (NGO) harus bekerja sama untuk 

menyediakan program-program ini dan memastikan bahwa mereka dapat menjangkau 

kelompok-kelompok yang paling rentan. 

 Selain penanganan kemiskinan, perbaikan permukiman juga merupakan aspek 

krusial dalam membangun kota yang berkelanjutan. Permukiman yang layak tidak hanya 

memberikan tempat tinggal yang aman dan nyaman bagi penduduk, tetapi juga 

berkontribusi pada kesehatan dan kesejahteraan mereka. Di banyak kota, permukiman 

kumuh atau informal seringkali berkembang pesat akibat migrasi penduduk dari daerah 

pedesaan ke kota-kota besar. Permukiman ini seringkali tidak memiliki akses yang 

memadai terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik. Program 

perbaikan permukiman harus mencakup berbagai aspek mulai dari peningkatan 

infrastruktur dasar hingga penataan ulang tata ruang kota. Pendekatan yang holistik dan 

partisipatif diperlukan untuk memastikan bahwa semua kebutuhan penduduk terpenuhi. 

Pemerintah dapat bermitra dengan sektor swasta dan komunitas lokal untuk 

mengembangkan solusi yang inovatif dan berkelanjutan. Misalnya, pembangunan rumah 

susun yang terjangkau dan berkelanjutan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi 

permasalahan permukiman kumuh. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa 

proses perbaikan permukiman tidak menyebabkan penggusuran paksa yang dapat 

memperburuk kondisi sosial dan ekonomi penduduk (Asfan Mujahid et al., 2023) 

 Fenomena Urban Heat Island (UHI) adalah isu lingkungan yang semakin mendesak 

dalam konteks perubahan iklim dan pertumbuhan kota (Putro, A. W. 2022). UHI terjadi 

ketika suhu di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya 

akibat aktivitas manusia dan perubahan penggunaan lahan. Peningkatan suhu ini tidak 

hanya berdampak pada kenyamanan hidup, tetapi juga kesehatan dan produktivitas 

penduduk. Selain itu, UHI juga berkontribusi pada peningkatan konsumsi energi karena 

kebutuhan pendinginan yang lebih besar. Menurut Azahra, S. D. (2024) mitigasi UHI 

memerlukan pendekatan multidimensional yang mencakup peningkatan ruang hijau, 

penggunaan material bangunan yang reflektif, dan perencanaan kota yang berkelanjutan. 

Penanaman pohon dan pembangunan taman kota dapat membantu mengurangi suhu 

udara melalui proses evapotranspirasi dan penyediaan area yang teduh. Selain itu, 

penggunaan atap hijau dan dinding hijau pada bangunan dapat mengurangi efek panas 

yang diserap oleh bangunan dan lingkungan sekitarnya. Perencanaan kota yang 

berkelanjutan juga harus mempertimbangkan aspek-aspek seperti ventilasi alami dan 

pengelolaan air hujan untuk mengurangi dampak UHI. Dalam konteks keberlanjutan kota, 
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integrasi dari ketiga aspek tersebut sangat penting. Penanganan kemiskinan, perbaikan 

permukiman, dan mitigasi urban heat island harus dilakukan secara bersamaan dan saling 

mendukung. Keberhasilan dalam satu aspek dapat memperkuat upaya dalam aspek 

lainnya. Misalnya, peningkatan kualitas permukiman dapat mendukung kesehatan dan 

produktivitas penduduk, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi kemiskinan. 

Demikian pula, mitigasi UHI dapat menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan sehat, 

yang penting untuk kesejahteraan penduduk. 

 Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 

strategi integratif yang dapat mengatasi tantangan keberlanjutan kota, khususnya dalam 

konteks pengentasan kemiskinan, perbaikan permukiman, dan mitigasi UHI. Penelitian ini 

mengadopsi pendekatan multidisiplin yang menggabungkan aspek sosial, ekonomi, dan 

lingkungan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap 

literatur dan praktik pembangunan kota berkelanjutan 

Metodologi 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus 

pada analisis hubungan antara penanganan kemiskinan, perbaikan permukiman, dan 

mitigasi urban heat island dalam mewujudkan keberlanjutan kota. Data primer diperoleh 

melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah 

daerah, NGO, dan warga lokal, sementara data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, dan 

dokumen kebijakan terkait. Observasi lapangan dilakukan untuk memahami kondisi aktual 

permukiman, ruang hijau, dan fenomena urban heat island di kota-kota besar yang menjadi 

objek penelitian. Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola keterkaitan 

antara isu-isu utama penelitian, dengan validasi dilakukan melalui triangulasi data dari 

berbagai sumber untuk memastikan keandalan hasil. Penelitian ini bertujuan untuk 

merumuskan rekomendasi strategis yang holistik dan aplikatif dalam menghadapi 

tantangan urbanisasi dan mencapai keberlanjutan kota. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Dalam hal ini, menyoroti tantangan utama urbanisasi yang berdampak pada 

keberlanjutan kota. Tiga isu sentral yang dibahas, yakni penanganan kemiskinan, perbaikan 

permukiman, dan mitigasi urban heat island (UHI), saling berkaitan dalam upaya 

menciptakan lingkungan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan: 

Penanganan Kemiskinan di Perkotaan 

 Kemiskinan perkotaan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan 

berkelanjutan, terutama di negara berkembang. Kota-kota besar seringkali mengalami 

ketimpangan ekonomi yang signifikan, di mana sebagian besar penduduk hidup di bawah 

garis kemiskinan. Salah satu strategi efektif untuk mengatasi masalah ini adalah melalui 

pemberdayaan ekonomi lokal. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah (NGO) dapat 

bekerja sama untuk menyediakan program pelatihan vokasional dan pendidikan bagi 

masyarakat miskin. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan 

kemampuan kerja, sehingga masyarakat miskin dapat memperoleh pekerjaan yang lebih 

baik dan berkelanjutan. Selain itu, penting untuk meningkatkan akses terhadap layanan 
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dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi. Peningkatan akses ini tidak 

hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin tetapi juga mengurangi beban 

ekonomi yang mereka hadapi. Program perlindungan sosial seperti bantuan langsung 

tunai, subsidi kebutuhan dasar, dan asuransi kesehatan juga dapat memberikan jaminan 

keamanan finansial bagi masyarakat miskin. Selain itu, upaya pemberdayaan perempuan 

dan kelompok rentan lainnya harus menjadi prioritas, karena mereka seringkali 

menghadapi hambatan tambahan dalam mengakses peluang ekonomi dan layanan dasar. 

Pemerintah perlu menciptakan kebijakan inklusif yang memastikan bahwa semua 

kelompok masyarakat mendapatkan manfaat dari program-program tersebut. Kolaborasi 

antara pemerintah, sektor swasta, dan NGO sangat diperlukan untuk menciptakan 

program yang berkelanjutan dan berdampak luas (Umilia & Aghnia, 2018).  

 Kemiskinan perkotaan menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan 

berkelanjutan. Kota-kota besar sering menghadapi ketimpangan ekonomi yang signifikan. 

Permukiman kumuh atau informal yang berkembang pesat di kota-kota besar 

menunjukkan kurangnya akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar, seperti 

pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi. Menurut penelitian Davis et al. (2022), faktor 

utama yang menyebabkan kemiskinan di perkotaan meliputi: Migrasi dari pedesaan ke 

kota tanpa adanya penyiapan keterampilan yang memadai.Ketergantungan pada sektor 

informal yang sering kali tidak stabil dan memiliki pendapatan rendah. Kurangnya akses 

terhadap pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan. Ketimpangan dalam 

distribusi sumber daya dan peluang ekonomi. 

Untuk mengatasi kemiskinan di perkotaan, diperlukan pendekatan strategis berbasis 

komunitas yang melibatkan beberapa elemen berikut: 

1. Pelatihan Vokasional dan Pendidikan: Program-program pelatihan yang sesuai dengan 

kebutuhan lokal, seperti yang diusulkan Lee et al. (2020), dapat meningkatkan peluang 

kerja masyarakat miskin hingga 40% dalam dua tahun. 

2. Layanan Dasar yang Inklusif: Penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan 

infrastruktur dasar harus diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat miskin. 

3. Perlindungan Sosial: Bantuan langsung tunai, subsidi, dan asuransi kesehatan dapat 

memberikan jaminan keamanan finansial bagi kelompok rentan. 

 Hasil penelitian Rianingsih, D., & Burhanuddin, A. (2024) menunjukkan bahwa 

program padat karya yang dijalankan oleh pemerintah setempat membantu menciptakan 

lapangan kerja sementara sambil meningkatkan infrastruktur lokal. Hal ini membuktikan 

bahwa kolaborasi antara pemerintah, NGO, dan komunitas lokal sangat penting untuk 

mengatasi kemiskinan secara efektif 

Perbaikan Pemukiman untuk keberlanjutan 

 Perbaikan pemukiman untuk keberlanjutan adalah salah satu langkah penting 

dalam menciptakan lingkungan tempat tinggal yang layak huni, ramah lingkungan, dan 

berdaya tahan. Konsep ini melibatkan integrasi antara aspek sosial, ekonomi, dan 

lingkungan untuk memastikan bahwa pemukiman mampu memenuhi kebutuhan masa 

kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Menurut Ariaoktafiani, P. 
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(2024) keberlanjutan pemukiman mencakup akses terhadap infrastruktur dasar, 

pengelolaan risiko bencana, serta pengurangan ketimpangan sosial di kawasan perkotaan. 

Rizki, S. A. (2023) dalam penelitian mereka menyoroti pentingnya perencanaan kota yang 

lebih kompak untuk mendukung efisiensi energi, pengurangan emisi karbon, dan 

aksesibilitas yang lebih baik terhadap layanan publik. Pratiwi, R. D. (2019) menambahkan 

bahwa keberlanjutan pemukiman juga harus mempertimbangkan dimensi sosial, seperti 

keterlibatan masyarakat, inklusivitas, dan rasa memiliki terhadap lingkungan tempat 

tinggal. Purnomo, E.P (2024) menyoroti bahwa elemen kunci keberlanjutan pemukiman di 

kawasan perkotaan meliputi pengelolaan limbah, penyediaan sistem air bersih, dan 

penggunaan energi terbarukan. Hal ini sangat relevan mengingat pertumbuhan populasi 

dan urbanisasi yang pesat sering kali menciptakan tekanan besar terhadap sumber daya 

alam dan infrastruktur kota 

 Selain itu, Niron, E. S. (2023) menunjukkan pentingnya revitalisasi kawasan kumuh 

dengan pendekatan partisipatif. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup 

warga tetapi juga menjaga nilai-nilai budaya lokal yang menjadi identitas masyarakat 

setempat. Lebih lanjut, perbaikan pemukiman untuk keberlanjutan juga harus mencakup 

pengurangan risiko bencana, terutama di wilayah-wilayah yang rentan terhadap 

perubahan iklim. Misalnya, pengembangan infrastruktur tahan bencana, seperti sistem 

drainase yang lebih baik untuk mengurangi banjir, merupakan salah satu solusi yang telah 

diterapkan di berbagai kota di dunia. Teknologi hijau, seperti panel surya dan sistem 

pengolahan air limbah, juga memainkan peran penting dalam mendukung keberlanjutan 

pemukiman. Dalam konteks sosial, keberlanjutan dapat diwujudkan melalui 

pemberdayaan masyarakat lokal untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan terkait 

perbaikan lingkungan tempat tinggal mereka. Hal ini menciptakan rasa tanggung jawab 

bersama dan meningkatkan efektivitas program-program keberlanjutan. 

 Secara keseluruhan, keberlanjutan pemukiman bukan hanya tentang pembangunan 

fisik tetapi juga mencakup dimensi sosial dan lingkungan yang saling terkait. Kolaborasi 

antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk memastikan 

bahwa perbaikan pemukiman dapat memberikan dampak positif jangka panjang. Dengan 

menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan, pemukiman dapat menjadi tempat yang tidak 

hanya layak huni, tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat dan kelestarian 

lingkungan. 

 Permukiman yang layak dan sehat adalah salah satu kunci untuk mencapai 

keberlanjutan kota. Permukiman kumuh atau informal seringkali berkembang pesat di 

kota-kota besar akibat migrasi penduduk dari daerah pedesaan. Permukiman semacam ini 

sering kali kekurangan akses yang memadai terhadap fasilitas dasar seperti air bersih, 

sistem sanitasi, dan pasokan listrik. Upaya untuk menangani masalah ini, diperlukan upaya 

perbaikan permukiman yang komprehensif dan berkelanjutan. Program perbaikan 

permukiman harus mencakup peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, air 

bersih, dan listrik. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa permukiman ini 

aksesibilitas yang baik ke fasilitas umum dan pendidikan, pusat kesehatan, dan ruang 

terbuka hijau. Pendekatan partisipatif dalam perencanaan dan pelaksanaan program 

perbaikan permukiman dapat meningkatkan keberhasilan program tersebut. Melibatkan 

masyarakat dalam prosedur ini akan mendorong rasa partisipasi mereka dalam hasil 
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pembangunan sekaligus memastikan bahwa solusi yang dihasilkan memenuhi kebutuhan 

mereka. Selain itu, program-program perbaikan permukiman harus menghindari 

penggusuran paksa yang dapat menyebabkan masalah sosial dan ekonomi baru. 

Sebaliknya, pendekatan inklusif yang memberikan solusi perumahan alternatif bagi 

penduduk yang terdampak harus menjadi prioritas. Kolaborasi antara pemerintah, 

komunitas lokal, dan sektor swasta dapat menghasilkan solusi yang inovatif dan 

berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas permukiman (Rosleine & Irfani, 2020) 

 Permukiman yang layak merupakan salah satu komponen penting dalam 

keberlanjutan kota. Di banyak kota berkembang, permukiman kumuh atau informal 

menjadi tantangan besar akibat urbanisasi yang pesat. 

Upaya yang dapat dilakukan guna meningkatkan kualitas permukiman mencakup: 

1. Peningkatan Infrastruktur Dasar: Penyediaan jalan, saluran drainase, dan fasilitas 

umum seperti sekolah dan pusat kesehatan harus menjadi prioritas utama. Peningkatan 

infrastruktur ini dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan 

kualitas hidup mereka. 

2. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan: Pendekatan partisipatif, seperti yang 

diusulkan oleh Asfan Mujahid et al. (2023), sangat penting untuk memastikan bahwa 

kebutuhan lokal terpenuhi dan konflik sosial dapat dihindari. Melibatkan masyarakat 

lokal juga meningkatkan rasa kepemilikan mereka terhadap hasil pembangunan. 

Pembangunan Perumahan Terjangkau: Program pembangunan rumah susun yang 

berkelanjutan dan terjangkau menjadi solusi utama untuk mengatasi pertumbuhan 

permukiman kumuh. Sebagai contoh, program pembangunan rumah susun di Surabaya 

berhasil mengurangi jumlah penghuni permukiman kumuh hingga 30% dalam lima tahun 

terakhir. 

Mitigasi Urban Heat untuk Lingkungan yang lebih sehat 

 Fenomena urban heat island (UHI) merupakan tantangan lingkungan yang 

signifikan bagi kota-kota besar. Selain itu, UHI juga berkontribusi pada peningkatan 

konsumsi energi karena kebutuhan pendinginan yang lebih besar. Mitigasi UHI 

memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan peningkatan ruang hijau, penggunaan 

material bangunan yang reflektif, dan perencanaan kota yang berkelanjutan. Penanaman 

pohon dan pembangunan taman kota dapat membantu mengurangi suhu udara melalui 

proses evapotranspirasi dan penyediaan area yang teduh. Selain itu, penggunaan atap hijau 

dan dinding hijau pada bangunan dapat mengurangi penyerapan panas dan menurunkan 

suhu permukaan. Perencanaan kota yang mempertimbangkan sirkulasi udara yang baik 

dan pengelolaan air hujan juga dapat mengurangi efek UHI. Implementasi strategi ini 

membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Kebijakan 

yang mendukung pembangunan berkelanjutan harus diterapkan untuk memastikan bahwa 

upaya mitigasi UHI dapat berjalan dengan efektif. Dengan mengurangi dampak UHI, kota-

kota dapat menjadi lebih sehat dan nyaman untuk ditinggali, yang pada akhirnya akan 

mendukung pembangunan kota yang lebih berkelanjutan (Nuruzzaman, 2022). 

 Fenomena UHI merupakan dampak lingkungan yang signifikan dari urbanisasi. 

Peningkatan suhu di daerah perkotaan tidak hanya memengaruhi kenyamanan hidup 
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tetapi juga kesehatan dan produktivitas penduduk. Selain itu, kebutuhan energi untuk 

pendinginan meningkat drastis, menambah beban ekonomi dan lingkungan. 

Penyebab utama UHI meliputi: Penggunaan material bangunan yang menyerap panas, 

seperti aspal dan beton, kurangnya ruang hijau di kawasan perkotaan, emisi panas dari 

kendaraan bermotor dan aktivitas industri 

Mitigasi UHI memerlukan pendekatan terpadu yang mencakup: 

1. Pengembangan ruang hijau, Penanaman pohon dan pembangunan taman kota dapat 

mengurangi suhu udara melalui evapotranspirasi dan memberikan area teduh. 

Penelitian Rosleine & Irfani (2020) menunjukkan bahwa taman kota di Bandung 

berhasil menurunkan suhu udara hingga 2°C. 

2. Penggunaan material reflektif, Penggunaan atap dan dinding hijau pada bangunan 

dapat mengurangi penyerapan panas. 

3. Perencanaan kota yang berkelanjutan, Perencanaan kota yang memperhatikan sirkulasi 

udara alami, pengelolaan air hujan, dan pengurangan emisi panas dari kendaraan 

bermotor sangat penting untuk mengurangi efek UHI. 

Implementasi strategi ini membutuhkan dukungan kebijakan yang mendorong 

pembangunan berkelanjutan. Sebagai contoh, Singapura telah berhasil mengintegrasikan 

infrastruktur hijau dengan perencanaan kota, sehingga menjadi salah satu kota paling 

berkelanjutan di dunia. Keberhasilan dalam satu aspek dapat memperkuat aspek lainnya. 

Misalnya, perbaikan permukiman meningkatkan kesehatan penduduk, yang pada akhirnya 

membantu mengurangi kemiskinan. Penelitian Lasaiba (2022) menunjukkan pentingnya 

pendekatan multidimensi dalam merancang kebijakan perkotaan yang berkelanjutan 

Simpulan 

Membangun keberlanjutan kota adalah tantangan kompleks yang memerlukan 

pendekatan multidimensional, terutama dalam menangani kemiskinan, memperbaiki 

permukiman, dan mengatasi fenomena urban heat island (UHI). Ketiga aspek ini saling 

terkait dan harus dikelola secara integratif untuk mencapai hasil yang optimal. Mitigasi 

fenomena urban heat island (UHI) juga merupakan bagian penting dari pembangunan kota 

yang berkelanjutan. UHI menyebabkan peningkatan suhu di daerah perkotaan yang 

berdampak negatif pada kesehatan, kenyamanan, dan konsumsi energi. Upaya mitigasi 

UHI memerlukan peningkatan ruang hijau, penggunaan material bangunan yang reflektif, 

dan perencanaan kota yang berkelanjutan. Penanaman pohon, pembangunan taman kota, 

penggunaan atap hijau, dan dinding hijau merupakan beberapa strategi yang dapat 

diterapkan untuk mengurangi suhu udara. Secara keseluruhan, keberhasilan dalam 

membangun kota yang berkelanjutan sangat bergantung pada integrasi dan kolaborasi 

antara berbagai pemangku kepentingan. Kebijakan inklusif dan partisipatif harus 

dikembangkan untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat terlibat dalam 

proses pembangunan. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif, kota-kota 

dapat berkembang menjadi tempat yang lebih layak huni, sehat, dan berkelanjutan bagi 

semua penduduknya. 
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